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Hal : Permohonan Uji Materill (Judicial Review) Pasal 28 ayat (3) dan
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), terhadap Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,
Permohonan Uji Materill (Judicial Review) Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal

28 (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang

dimohonkan oleh:

I Nama : SYAMSUL JAHIDIN., S.LKOM, S.H, MLKOM,,
M.H.MIL.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :  Mahasiswa / Advokat
Alamat 1 JL Gili Gede Suradani Barat, Kel /Desa Karang Baru,

RT/RW; 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E-Mail : 0813 -9880 - 2788 / Syamsuljahidin877 @gmail.com
Untuk selanjutnya disebut sebagai. Pemohon I
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I Nama : CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : Parnapa, RT/RW: 000/000, Kel/Desa : Parnapa,

Kecamatan : Onan Ganjang, Kabupaten Humbang

Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

E-Mail : 0821-2832-2071/ alfonsussihite24@gmail.com
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I1

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materill (Judicial Review) Pasal 28
ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168),

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum”;

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: {a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..”
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Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah
untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003}, mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19457

. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
20227 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [UU No. 13
Tahun 2022}, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK Neo. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah
perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..”
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3. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 28
ayat {3} UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(3) Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat menduduki jobatan di luar kepolision

¥

setelah mengundurkan dirl atau pensiun dari dinas kepolisian” Dan
Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar
kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan
kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” terhadap Pasal 1
ayat (3], danr Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon
in casu pengujian konstitusional Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28
ayat {3} UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D
Ayat (3} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1} UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

“Pemohon adaloh pihak yang mengonggap hak dan/atou kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik atau privat; atou

d. lembaga negara.”
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Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hok yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat {1} Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2

Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang (PMK No. 2 Tahun 20621}, mengatur:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjong masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalom undang-undang;

o]

badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. lembaga negara.”

. Bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomern:
006/PUUNI/2005 (him. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (him. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (1} UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

S

adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945,

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang diuji,

¢. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antora kerugion dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
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e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2} PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur:

“Hak don/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu apabila:

a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

¢. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugion

konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP} vang hak - hak
konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan
pemberlakuan Pasal 28 ayat {3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat {3} UU No.2
Tahun 2002 dalam perkara a quo;

4. Bahwa berlakunya pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) uuno 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi;
{3): "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jebatan
di luar kepolisian seteloh mengundurkan diri atau pensiun dori dinas

kepolisian.”
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Penjelasan Pasal 28 ayat {3); "Yang dimaksud dengan jobatan di luar
kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan

kepolision atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

Dengan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, seorang
polisi aktif bisa menjabat di luar kepolisian, tanpa melepaskan statusnya
sebagai anggota Polri, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut
“berdasarkan penugasan dari Kapolri” sehingga oleh keberlakuan norma
tersebut para Pemohon Kehilangan hak kenstitusional atas kepastian dan
jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohen I yang
juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1)
UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagal penegak
hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum
tersebut, Pemohon I memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang
penegak hukum lainnya agar tidak bertindak melampauhi tugas atau

wewenang yang diberikan oleh undang-undang;

5.1, Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon I yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki
tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam
mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum
dijalankan sebagaimana mestinya;

5.2. Sebagai advokat, Pemohon berhak mendapatkan proses hukum yang

ditangani aparat yang profesional, fokus, dan tidak terpengaruh
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kepentingan lain, Jika aparat terlibat dalam jabatan luar, maka integritas
penyidikan dan penuntutan terhadap klien bisa terganggu.

5.3. Pemohon I sebagal Advokat sering mendampingi klien dalam perkara
vang melibatkan tindakan atau keputusan pejabat yang juga kebetulan
diisi oleh anggota Polri aktif Hal ini membuat advokat menghadapi
pihak yang memiliki kekuatan ganda baik sebagai aparat penegak
hukum maupun sebagai pejabat sipil sehingga menciptakan
ketidakseimbangan (inequality of arms) dalam proses hukum.

54,  Mengingat bahwa dalam Pasal 2 UU Ne. 2 Tahun 2002 menyatakan
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Akibatnya, hak Pemohen I sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektf terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan

proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon.

. Bahwa Pemohon I ialah warga negara yang merupakan lulusan Sarjana llmu

Hukum yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, telah mengalami

kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari

berlakunya Penjelasan Pasal 28 ayat {3) uu no 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana keberlakuan norma

dalam penjelasan pasal a quo secara langsung menutup peluang Pemochon II

untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang

seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi
terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon:

6.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1} dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat
diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh anggota Polri aktif

tanpa persaingan yang setara.
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6.2. Mengalami kerugian nyata (actual loss) berupa tertutupnya potensi
memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik
yang seharusnya dapat dilkuti oleh Pemohon, mengingat Pemohon
adalah warga negara yang sedang tidak bekerja.

6.3. Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma
dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi
anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik tanpa melepaskan

status keanggotaannya.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan
dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat {causal
verband) dengan berlakunya penjelasan Pasal 28 ayat {3) UU No. 2 Tahun
200Z. Oleh karena itu, Pemochon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo

ke Mahkamah Konstitusi.

. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak
Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat {1) dan Pasal
28D ayat (3} UUD NRI 1945;

Pasal 28D ayat {1) UUD NRI 1945: “Setiop orang berhak atas pengakuaon,
Jjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap wargo negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa Para Pemochon merupakan warga negara Indonesia yang hak
konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 28

ayat {3} UU No. 2 Tahun 2002 "(3) Anggota Kepolisian Negara Republik
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Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Dan Penjelasan pasal 28 ayat “13)
Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian™ adalah jabatan yang tidaok
mempunyaisangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan

pentugasan dari Kapolri,”

. Bahwa dengan adanya Frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari
Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3} menciptakan anomali hukum,
Mengaburkan makna “jabatan di luar kepolisian” serta memberikan celah
bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal
ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan
pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Secara dokirin, penjelasan ini
sudah melampaui kewenangan karena mengubah makna norma pokek di
Pasal 28 ayat (3] UU No 2 Tahun 2002.

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama yang dimana di
pasal utama mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan
di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan dengan “ atou
tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri,” memperluas pengecualian
tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan
seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini
penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan vang ada di Batang tubuh
pasal 28 ayat (3) ; “3 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
menduduki jabatan di luar kepolisian seteloh mengundurkan diri atau pensiun

dari dinas kepolisian.”

. Bahwa oleh karena, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat {3) UU No.
Z Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren,
harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat {1) UUD 1945, sehingga terjadipula
ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a guo serta tidak adanya
pembatasan yang pasti, maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri

aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status
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keanggotaannya secara definitif, Pasal 28 ayat (3) UU Polri telah menciptakan
ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip
persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1} UUD NRI 1945); dan
Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal

28D ayat (3) UUD NRI 1945,

10.Norma ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi POLRI” karena
bertindak sebagal keamanan negara dan juga memiliki peran dalam
pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut
juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk
Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang
bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca
REFORMASIL

11.Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di
atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka
persoalan dalam Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat {3) UU No. 2
Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon
sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (37, Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28D ayat (3} UUD NRI 1945 Kerugian hak konstitusional Pemohon
tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak
akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum

permohonan ini.

[ii. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON.

Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat {3) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3}, Pasal 28D ayat {1} dan Pasal 28D
ayat {3) UUD NRI 1945
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1. Bahwa Pemohen memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D
ayat (1) Dan Pasal 28D ayat {3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo

selengkapnya berbunyi:

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

b. Pasal 28D ayat 3} UubD NRI 1945 Berbunyi:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dal

am pemerintahan,

Bahwa tentang negara hukum, menurut Wiriono Projodikoro,
penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum
yang berartl suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat
perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari
Pemerintah dalam tindak tandukanya baik terhadap para warga negara
maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-
wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang
berlaku. 2} semua orang-orang penduduk dalam berhubungan
kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang
berlaku.” Sementara Soepomeo menyatakan: “..bahwa Republik Indonesia
dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum.
Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan ateu alat-alat

perlengkapan negara.”

Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari

negara hukum yaitu:

1} Adanya pengakuan hak asasi manusia;

2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;

3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan [wetmatigheid van
bestuury;

4) Adanya peradilan tata usaha negara.
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Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi

beberapa unsur antara lain:

1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

2) Adanyajaminan terhadap hak-hak asasi manusia {warga negara);

3} Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

4} Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat

pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan
perundang-undangan, tjuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak
konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemochon tetap

terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa tentang kepastian hulcum, secara teoretis Jan M. Otio menyatakan
bahwa kepastian hukum (vang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:

1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh ({accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena
{kekuasaan} negara;

2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;

3} Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujul muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku

mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
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4} Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;

5} Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Perfama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

terhadap individu.

Bahwa dalam Pasal 28 ayat {3}, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian
Negara Republil Indonesia dapat menduduki jobotan di luar kepolisian

H

setelah mengundurkan diri atou pensiun dari dinas kepolision.” Dan
Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan “"jabatan di Iluar
kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan

kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 28
ayat (3) adanya prasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri,”
telah menimbulkan fafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif
dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus
mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahuly, asalkan jabatan tersebut

dianggap atas perintah Kapolri.

Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 ayat {3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang
menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan

kepentingan,
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Frasa “atau” justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua
peran yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus pejabat di

luar kepolisian.

Bahwa secara gramatikal, kata "atau” bersifat disjungtif, memberikan
pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas
dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga
membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di
Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan
netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1} UU Polri dan
jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945.

Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam
batang tubuh pasal yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau

pensiun.

. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan

berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan
batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang-
undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh
undangundang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-
undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh
karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan
yang justru menibmulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang

tubuh undang-undang.

Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan
Mahkamah pada Putusan Neo. 005/PUU-II/2005 yang menyatakan:
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1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan
perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.
Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih
lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian
penjelasan sebagal sarana untuk memperjelas norma batang tubuh,
tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang
dijelaskan;

2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagal dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat
rumusan norma di bagian penjelasan.

3. Dalam penjelasan dihindari rumusan vyang isinya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan

yang bersangkutan;”

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah
melaini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya
melalui UU Ne. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan
bahwa:
176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.
Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata,
frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma
yang dapat disertal dengan contoh. Penjelasan tidak boleh
mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk
memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang
dimaksud.
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan

rumusan yang berisi norma.
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178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Bahwa Pasal 28 ayat (3): “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas kepolisian."Penjelasan: Pasal 28 ayat {3) Yang dimaksud
dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai
sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari
Kapolri” Jika di analisis secara sistematik maka ditemukan adanya

Pergeseran makna dari Norma sbb:

Pasal 28 ayat (3) Penjelasan Pasal 28 ayat {3)

{Norma Tegas) {Norma longgar)

Pasal Pokok membuat syarat secara | Penjelasan membuka alternatif yang

Mutlak Mundur atau Pensiun menggugurkan kewajiban

mundur dan pensiun

Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun
2002 diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana Penugasan
Kapolri dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau
fungsi serta Anggota Polri bisa memegang jabatan yang berpotensi politis
dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa
Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak
diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat
{(4) UU PPP.

Tegasnya menurut para Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal
28 ayat (3} UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip
konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat {1} UUD 1945,

oleh dan karena Penjelasan pasal aguo memperluas pengecualian tanpa
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batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya
tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan

justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di Batang tubuh

. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak boleh
menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal,
melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan pasal
mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari

batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi inkonstitusional.

Hal yang dimaksud Pemohon diatas nyata-nyatanya telah terjadi pada
praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri akiif
dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga)
Aktif pada Struktur Organisasi di luar POLRI” Seperti sebagai berikut:

1) SEKJEN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMJEN POL.
PROF. DR RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H, M.H,, M.B.A.

Z) LEMHANAS, KOMJEN POL. DRS RZ PANCA PUTRA SIMANJUNTAK,
M.5I

3) SEKJEN MENKUMHAM, KOMJEN POL. DR NICO AFINTA, S.1K, S.H,
M.H,

4} KEPALA BNN, KOMJEN POL. DR MARTHINUS HUKOM, S.LK, M.SI

5) WAKIL KEPALA BSSN, KOMJEN POL. ALBERTUS RACHMAD
WIBOWQ, S.LK, M.LK

6) IRJEN KEMENTRIAN PERLINDUNGAN PEKERJA  MIGRAN
INDONESIA, KOMJEN POL. DRS, I KETUT SUARDANA,, M.5.1

7} IRJEN KEMENTRIAN PERDAGANGAN RI, KOMJEN POL. PUTU JAYA
DANU PUTRA.

8) KEPALA BNPT, KOMJEN POL. EDDY HARTOND, S.LK, M.H.

9) SEKJEN DPD RI, KOMJEN POL, MUHAMMAD IQBAL,S.H,, M.H.

10} KETUA KPK {Komisi Pemberantasan Korupsi), KOMJEN POL DRS.
SETYO BUDIYANTO,S.H.,M.H.
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Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan pemochon di atas
tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana
dimaksud. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara,
menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik,
serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan

profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan
publik.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal
yang mengaburkan makna norma pokek dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27 /PUU-
V/2007, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012).

. Bahwa Pasal 28 ayat (3] dan penjelasan pasal 28 ayat (3} memuat frasa”
afau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, Norma yang Kabur
dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa menyertakan batasan hukum yang
jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan apasaja yang bisa diduki oleh

seorang Polri Aktif.

Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex
certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddigie (2006),
norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi.

Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.

Ketentuan pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan
tindakan-tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil,
Berikut sejumlah Pejabat Kepolisian aktif yang menduduki jabatan diluar

Kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri:

No Nama Jabatan yang Link Informasi
diduduki

diluar

Kepolisian
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Irjen  Pol, | Inspektur Irjen Mohammad Igbal Resmi
Mohamma | Jenderal Dewan | Dilantik Jadi Sekjen DPD RI
d Igbal Perwakilan https://share.google /kf0Q4aCpQhM

Daerah RI hobwUm
Brigadir Di Dewan | htips://www.tempo.co /hukum/m
Jenderal Perwakilan es-polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-
Dover Daerah besar-besaran-1219712
Christian Republik

Indonesia
Irjen  Pol | Sekjen https://www.tempo.co /hukum /mab
Prabowo Kementerian es-polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-
Argo Usaha Kecil | besar-besaran-1219712
Yuwono Menengah
Inspektur | Sekjen di | https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yu
Jenderal Kmeneterian dhiawan Wibisono#:~:text=Yudhia
Yudhiawan | Kesehatan wan%20Wibisono%20
Wibisono
Komisaris | Irjen https://nasional.kompas.com /read
Jenderal Kementerian 2025/03/13/11332791 /kapolda-
Polisi Kehutanan termiskin-djoko-poerwanto-
Djoko ditugaskan-ke-kementerian-
Poerwanto kehutanan
Brigadir Deputi Bidang | https://share. le /2Q2iKJAWPBX
jenderal Pengelolaan HzeK5
ruslan aspa | Bandara,

Pelabuhan, dan

Lalu Lintas

Barang BP

Batam
Brigjen. Kementerian https://share.google /kjADIRPFgIXrd
Pol. Raden | Pemuda  dan | jcbr
Slamet Olahraga
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Santoso Republik
Indonesia
8 | komisaris | Badan https://www.tempo.co/hukum /pul
besar Penyelenggara | uhan-pati-pamen-polri-akan-
jamaludin | Haji bertugas-di-kementerian-dpd-
n-penyvelenggara-haji-bgn-dan-
bp-batam-1219161
9 Brigadir Dewan https://share.google /W4tRXdeQ94
Jenderal Perwakilan 4NUuab1l
Dover Daerah
Christian Republik
Indonesia.
10 | Inspektur | Kementerian https: //id.m.wikipedia.org/wiki/Pu
Jenderal Agraria dan ji_Prasetijanto Hadi
Pudji Tata
Prasetijano | Ruang/Badan
Hadi Pertanahan
Nasional

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006:
Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar
kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-V1/2008: Pembatasan hak asasi
manusia harus memenuhi dan

asas legalitas,

akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang
tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif
atau dibatalkan.

proporsionalitas,

. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3), UU Rl Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di Iuar kepolisian
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setelah mengundurkan dirl atau pensiun dari dinas kepolisian.” Dan
Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan “jabatan di luor
kepolisian™ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengon
kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Jika dilihat
dari frasa diatas maka suatu jabatan diluar dari jabatan Kepolisian bisa
diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian
hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap
lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa batasan tugas dan
kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan

kewenanganya oleh karena Iabatan vang didudukinva.
y J yang Y

Selanjuinya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan
diluar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan
dilegislatif, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip
legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (separation of
powers) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat
menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi

fungsilembaga legislatif.

. Bahwa jika peiabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka
ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi
berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia
disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar
institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia {DPD RI} yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri
sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah ia tunduk
terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula pertanggung

jawabannya.

. Bahwg, jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka
ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi
berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia

disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar
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institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI} yang dimaksudkan pemohon adalah konflik
kepentingan Pembahasan RUU POLRI “Yang ingin memperluas

kewenangannya.

(Vide PO17 https:
perluas-wewenang-kontras-soroti-ancaman-ham-00-sbfjr-y6svm1)

10.Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan "Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Pasal
tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat diluar Kepolisian
maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU
No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesa menjadi
Pengawai Negeri Sipil. Lalu Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014
pada Pasal 20 berbunyi :
1. jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota POLRL
3. Pengisian jabatan ASN yang berasal dari Anggota Polri sebgaiman
dimaksud dpada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat
sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian.
Dari peraturan tersebut, diluar Instansi tidak dimungkinkan mengisi
Jabatan struktural dengan Pejabat yang berasal dari Polri tanpa alih status
atau tidak menjadi anggota Polri aktif.

11.Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri
tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-Undangan
mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang
diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut,
dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas

Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke
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UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu “Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat mendudulki jabatan di luar kepolisian setelah

mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”,

12.Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota
Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PN5} untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan
atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan
perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2002 dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri

menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural.

13.Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk
menduduki jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi
Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian
diubah oleh PP No. 21 Tahun 2002, yang dimana :

1. Penilaian Kebutuhan Instansi pemerintah atau lembaga yang
membutuhkan pejabat dengan latar belakang kepolisian akan
mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi
jabatan tersebut.

2. Peralibhan Status Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih
akan menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini
melibatkan pengunduran diri darl dinas aktif kepolisian dan
pengalihan administrasi kepegawaian ke instansi terkait.

3. Penempatan Jabatan Setelah peralihan status selesai, anggota Polri
yang bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi

atau lembaga yang membutuhkan.
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14,

15.

Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun Z00Z secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri
dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan
bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang

keras terlibat dalam aktivitas politik.

Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat
negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik.
Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut
tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat
undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-

undang dalam satu waktu.

Bahwa Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
sebagai diluar dari jabatan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3], yang menyatakan
bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan
konsistensi pemisahan fungsi TNi-Polri dari kegiatan politik.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang
menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan

diri jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Penempatan polisi aktif di luar dari jabatan kepolisian termasuk jabatan di
legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan
kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
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tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa “anggota Polri dapat

menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri”

16.Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan legislatif bertentangan
dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica
(pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori
pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu.
Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif,

Eksekutif dan Yudikatif:

Berdasarkan uraian diatas apabila anggota Polri aktif menjabat sebagai
anggota legisiatif, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif
yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang

seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam politik.

17.Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka
akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat
Penengak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya
sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa
terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada institusi kepolisian dan kepada

kepentingan publik maupun politik.

18.Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara
hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu
luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk
melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum {legal certainty)}, dan
prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara
hukum dari Friedrich Julins Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa
segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus
berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis
maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 28 ayat (3} dan

penjelasan Ayat (3] ini menjadi sangat krusial untuk mencegah
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Z20.

pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi

Dwifungsi POLRI bentuk kekuasaan yang ahsclut atau tidak terkendali.

Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan
mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas
publik (natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu
positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan,
moralitas publik, dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak
adanya " Kejelasan Intansi diluar Kepolision” menjadikan kekuasaan

aparat negara sering kali tidak terkendali.

Bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama vang
dimana di batang tubuh pasal utama mewajibkan pengunduran
diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan
muncul ketika Penjelasan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari
Kapolri” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori
perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak beleh menambah atau
mengubah norma.\ bertentangan dengan azas pembentukan perundang-
undangan sesual ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan,: “Dalam Peraturan
Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan
Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:

kejelasan tujuan;

e

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

dapat dilaksanakan;

£

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1} jo ayat (2} UU RI Nomor 12 Tahun 2011

sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
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22.

Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1} Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayomarn;

b. kemanusiaan;

¢. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

L. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
{Polri) menjabat di luar struktur kepolisian seperti menduduki jabatan sipil
atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu
mengundurkan diri dari institusi Polri, maka yang bersangkutan berpotensi
tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota
Polri, dan (2) gaiji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini
menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di
hadapan hukum (eguality before the Iaw), sebagaimana dijamin oleh:

Pasal 28D ayat {3} UUD NRI 1945: "Setiap wargae negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di
pemerintahan harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat
merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua
sumber penghasilan dari keuangan negara. Sementara itu, seorang anggota
Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai
aparat, sehingga menciptakan perlakuan istimewa (privilege] yang tidak

berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi.

Page 28 of 31



23,

Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan
negara juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang
tindih kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik

berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk
peroturan perundang-undangan harus dilakukan berdaosarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a.
kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yong tepat; c.
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muaten; d dapat
dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;, [ kejelasan

rwmnusan; dan g. keterbukaan.”

24.Bahwa Dengan demikian Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan

struktural diluar Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap
prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di
Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga
mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap
sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran
seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan
melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena ity,
pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus

menijadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

25, Bahwa Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar

kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan

33

kepolision atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” Harus
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan

dengan:

Pasal 1 ayat {3} UUD 1945 berbunvi: “Negara Indonesia adolah negara

hulktum.”
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Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang soma dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3] UUD NRI 1945 Berbunvi; “Setiap warga negara

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Tegasnya menurut para Pemohon, Pasal 28 ayat {3) dan penjelasan Pasal
28 ayat (3] UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip
konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
dimana Penjelasan pasal aquo memperluas pengecualian tanpa batas yang
jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh
menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru

mengurangi kekuatan larangan yang ada di Batang tubuh

26. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau
setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat
spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya
pasal 28 Ayat (3] dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3}, karena bertentangan
terhadap Pasal 1 ayat (3], dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat [3)
UUD NRI.

27.Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal
28 ayat (3) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1)
serta Pasal 28D ayat {3} UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili
permohonan a guo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

yang mengikat
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Iv. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa frasa “efau fidak berdosarken penugasan dori
Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat {(3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya {ex aequo et bongo).

Hormat Kami
PEMOHON

SYAMSUL JAHIDIN,, S.L.KOM., S.H., M.LKOM., M.H.MIL.

CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, 5.H
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